BAB III
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pananggulangan Kemiskinan, pada pasal 1 disebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan  rakyat. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan seperti disebutkan dalam pasal 2 adalah sebagai berikut : (1) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013.
Terkait dengan hal ini penanggulangan kemiskinan tidak termasuk kategori sektor atau urusan, namun merupakan program lintas sektor (cross cutting issue) yang bersifat mainstreaming (pengarusutamaan), dan melekat pada setiap urusan pembangunan daerah. 
Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 adalah :
a. Menjamin terciptanya koordinasi, koordinasi, sinkronisasi, sinergi, integrasi antar pelaku pembangunan sesuai kondisi daerah ;
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;
c. Menjamin dan mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan ;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah
RPJP Daerah Kabupaten Kudus sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya masyarakat Kudus yang bermoral, beretika dan berbudaya 
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang
3. Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
4. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia
5. Terwujudnya peningkatan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
6. Terwujudnya keadilan bagi masyarakat melalui pengelolaan pemerintahan yang baik.
7. Terwujudnya supremasi hukum dan HAM
8. Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera
9. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
10. Terwujudnya peningkatan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Sedangkan arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang
3. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik
7. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
10. Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
Adapun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 disebutkan :
	A.
	VISI  KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 – 2013

	
	Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan kondisi nyata Kabupaten Kudus dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan saat ini, dan yang akan datang, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi  Kabupaten Kudus tahun 2008 – 2013 adalah :
TERWUJUDNYA KUDUS YANG SEJAHTERA
Sejahtera, mengandung arti tercukupinya kebutuhan secara utuh/sempurna  dan menyeluruh/merata dalam arti adil, baik lahir maupun  batin, fisik dan  non fisik, serta mengandung arti cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia), aman, tentram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Selain itu juga mencerminkan keadaan tentram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum.
 Visi ”Terwujudnya Kudus yang Sejahtera” tersebut diatas, yang diartikan sejahtera baik lahir maupun batin, aman, tenteram dan damai,  selaras dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025 yaitu KUDUS YANG RELIGIUS, MAJU DAN ADIL. Karena pada dasarnya penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD. Apabila dicermati, konotasi Visi pada RPJPD dan RPJMD terdapat benang merahnya. Konotasi Visi RPJPD adalah :
Religius mengandung arti bahwa masyarakat diharapkan  memiliki ketaatan pada agama dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan, berkaitan dengan itu religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang.
Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, professional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. 
Adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai  pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman.

	B.
	MISI  RPJMD KABUPATEN KUDUS

	
	Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi Pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis.
4. Mewujudkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya.
8. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
9. Meningkatkan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis. 

	C.
	TUJUAN 

	
	Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai/mewujudkan visi, misi dan mengatasi isu yang dihadapi. Idealnya tujuan dirumuskan berasaskan pendekatan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan berorientasi hasil dan jangka waktu pencapaian yang jelas. 
Perumusan tujuan diharapkan dapat menciptakan iklim yang  kondusif untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dan dapat   mencerminkan arah dan prioritas: memberikan indikasi kearah perumusan sasaran, kebijakan dan program, berorientasi kedepan serta mudah dipahami.  Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 
Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah ditetapkan.
Tujuan pada masing-masing misi sebagai berikut :
a. Misi 1, Tujuan : 
1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan Pemerataan;
3) Meningkatkan perlindungan usaha dan perluasan kesempatan berusaha;
4) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
b. Misi 2, Tujuan :
meningkatkan aksesibilitas, mutu, relevansi dan manajemen pelayanan pendidikan;
c. Misi 3, Tujuan :
1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
d. Misi 4, Tujuan :
Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat;
e. Misi 5, Tujuan :
1) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana daerah;
2) Mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten;
3) Mewujudkan tertib pertanahan dan kepastian hukum atas tanah;
4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
f. Misi 6, Tujuan :
1) Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2) Meningkatkan penegakan hukum, keadilan dan perlindungan HAM;
3) Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien;
4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah;
6) Meningkatnya pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat;
7) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah;
8) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
g. Misi 7, Tujuan :
1) Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan sosial;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama;
3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
4) Meningkatkan apresiasi SDM atas budaya lokal dan Benda Cagar Budaya (BCB);
5) Mengendalikan laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk;
6) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
7) Peningkatan partisipasi pemuda dan pembinaan olah raga.
h. Misi 8, Tujuan :
Meningkatkan iklim daerah yang kondusif dan kesiapsiagaan penanganan bencana alam.
i. Misi 9, Tujuan : 
Meningkatkan kehidupan demokrasi dalam berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

	D.
	SASARAN

	
	Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikatornya adalah hal-hal yang dapat dijadikan penunjuk tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditentukan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten  Kudus Tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

	
	a.
	Sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi

	
	
	Pada tahun 2013 diperkirakan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp.14.107.083,13 juta dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,01%. Diasumsikan situasi perekonomian riil terus tertekan sebagai imbas arus perekonomian global, sehingga akan terjadi penyesuaian harga barang dan jasa sampai tercipta keseimbangan baru. Segala macam proteksi (monopoli, oligopoli), subsidi baik secara langsung ke masyarakat maupun tidak langsung (melalui bagian hulu) dikurangi secara bertahap, hingga  dihapus sebagai konsekuensi kesepakatan AFTA. Gejolak bursa efek di Amerika secara cepat merembet menekan pereokonomian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi dilaksanakan pemerintah dalam rangka memperkuat pilar-pilar ekonomi. 

	
	
	Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada sektor yang merupakan basis perekonomian daerah mengingat kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Elastisitas yang meningkat menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kecil mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.

	
	
	Dalam mendukung tercapainya sasaran tersebut, terdapat sasaran pendukung lain yang mendapat prioritas yaitu : infrastruktur dan layanan yang efisien, investasi di daerah dan kemampuan asimilasi teknologi. 
Pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh produktivitas petani. Petani diharapkan lebih mendiri, yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mengambil keputusan usaha tani, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta produktivitas sumber daya manusia. 

	
	b.
	Sasaran peningkatan pemerataan

	
	
	Pertumbuhan ekonomi yang dipacu perlu disertai dengan pemerataan sehingga hasil pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata. Indikator yang mencerminkan tingkat kesenjangan antar wilayah diformulasikan dalam indeks williamson. Pembangunan berbagai sarana prasarana dan berbagai sektor ditujukan untuk menurunkan kesenjangan. 

	
	
	Pembukaan aksesibilitas daerah peri-peri yang merupakan penyangga melalui peningkatan aktivitas ekonomi strategis di daerah pinggiran diharapkan mampu mengefektifkan trickle down effect dan memacu aglomerasi ekonomi. Kondisi ini ditingkatkan secara simultan dan integral sehingga mampu menurunkan kesenjangan hingga pada 0,70 pada tahun 2013.

	
	c.
	Sasaran peningkatan perlindungan usaha dan perluasan kesempatan berusaha

	
	
	a. meningkatnya perlindungan usaha;
b. meningkatnya pembaharuan institusional;
c. meningkatnya perluasan kesempatan berusaha.

	
	d.
	Sasaran  perluasan kesempatan kerja

	
	
	Pengangguran di Kabupaten Kudus tahun 2008 sebesar 4,56% mengalami kenaikan menjadi 5,32% di  tahun 2009. Namun di tahun 2010 turun kembali menjadi 4,28% dan untuk tahun 2011 kembali meningkat menjadi 4,41% dan tahun 2012 menjadi 4,44%. Peningkatan porsentase tingkat pengangguran disebabkan adanya perubahan data base penduduk, ketersediaan tambahan lapangan kerja yang relatif terbatas karena pemanfaatan teknologi dan perlunya penyesuaian calon tenaga kerja dengan berbagai ketrampilan dan keahlian dengan kesempatan kerja yang ada. Penurunan tingkat pengangguran dibutuhkan kerja sama yang erat, sinergis, dan berkesinambungan. Pendidikan non formal dan fasilitasi dalam pendidikan menengah atas akan menjadi sasaran utama dalam pengelolaan pasar tenaga kerja. Di samping itu, perlindungan tenaga kerja juga menjadi prioritas dalam penekanan tingkat pengangguran.

	
	e.
	Sasaran Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan erat kaitannya dengan pengangguran, sehingga dalam isu strategis dimunculkan secara bersamaan. Pada akhir 2011 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 9,45%. Meskipun kondisi ekonomi semakin sulit, berbagai upaya untuk pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama dari berbagai sektor baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan dasar, maupun pengembangan ekonomi produktif. 

	
	f.
	Sasaran meningkatkan aksesibilitas, mutu, relevansi dan manajemen pelayanan pendidikan

	
	
	Meningkatnya kesempatan dan kemampuan masyarakat mengenyam pendidikan di semua jenjang sesuai kebutuhan. Dalam rangka meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan secara adil dan merata maka dilaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun. program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk Kabupaten Kudus, laki-laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup SMA, SMK, MA, dan Paket C. Program ini merupakan kelanjutan dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian Wajar 12 (dua belas) tahun meliputi jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs) dan jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Pendidikan yang bermutu adalah kualitas layanan pendidikan yang ditandai dengan :

	
	
	1) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
2) Meningkatnya proporsi pendidik yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai jenjang kewenangan mengajar;
3) Meningkatnya proporsi satuan pendidikan yang terakreditasi baik;
4) Meningkatnya persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan;
5) Meningkatnya minat baca penduduk Kabupaten Kudus. 

	
	g.
	Sasaran peningkatan partisipasi pemuda dan pembinaan olah raga. 
Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dan olah raga.

	
	h.
	Sasaran peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

	
	
	a. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya.
b. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.
Salah satu usaha pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah melalui Program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis. Pelayanan kesehatan dasar gratis adalah pembebasan biaya atau retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, khusus bagi penduduk Kabupaten Kudus yang belum memiliki jaminan kesehatan, seperti Askes, ASTEK, Jamkesmas, dan jaminan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan dasar gratis meliputi :
1. Pelayanan kesehatan wajib terdiri dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan,kesehatan ibu dan anak, gizi, pemberantasan penyakit menular/P2M dan pengobatan.
2. Pelayanan kesehatan pengembangan terdiri dari kesehatan sekolah, olah raga, kerja, gigi dan mulut, jiwa, mata, usia lanjut, dan pembinaan pengobatan tradisional (batra).

	
	
	3. Pelayanan kesehatan penunjang terdiri dari perawatan kesehatan masyarakat, laboratorium medis, pencatatan dan pelaporan.
Sesuai dengan indikator pencapaian MDG’s, indikator utama yang digunakan untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain indicator angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dan prevalensi balita gizi kurang. 

	
	i.
	Sasaran meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat

	
	
	Meningkatkan perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat.

	
	j.
	Sasaran meningkatkan kualitas, kuantitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana daerah

	
	
	1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan yang menjangkau ke seluruh wilayah.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah proporsi panjang jalan kondisi baik dengan panjang jalan seluruhnya. Disamping indikator utama tersebut, indikator lain yang dapat digunakan adalah perbandingan panjang jalan dan jumlah penduduk, rasio luas jalan dengan luas wilayah dan meningkatnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. 
2) Mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.  Indikator  lain  yang   dapat   digunakan   yaitu   jumlah uji kir 
angkutan umum dan rasio ijin trayek dengan jumlah penduduk. 
3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem jaringan irigasi.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah rasio jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Selain indikator utama tersebut, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain adalah meningkatnya ketersediaan air irigasi dan peningkatan kemampuan petani pemakai air. 
4) Meningkatnya sistem pengendalian banjir.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran ini adalah berkurangnya dampak banjir dan tingkat frekuensi banjir per tahun. Selain itu, meningkatnya kepedulian masyarakat serta meningkatnya kelembagaan dan koordinasi penanganan banjir merupakan indikator pendukung indikator utama untuk mencapai sasaran meningkatnya sistem pengendalian banjir.
5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman secara kuantitatif dan kualitatif (air bersih, air minum, air limbah dan persampahan). Indikator lain yang dapat digunakan adalah berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan, berkurangnya penghunian liar (sempadan sungai, rel ka dll) dan tingkat keamanan penduduk dari bencana alam (kebakaran, angin, tanah longsor, banjir, kekeringan).
6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran drainase adalah penurunan frekuensi, tinggi dan lama genangan banjir.

	
	k.
	Sasaran mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten.

	
	
	1) Tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran tersusunnya dokumen tata ruang yang lengkap dan menjamin kepastian hukum adalah tersusunnya rencana umum dan rencana rinci tata ruang serta tersusunnya aturan hukum mengenai rencana tata ruang.
2) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan adalah monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang. Indikator lain yang dapat digunakan adalah rekomendasi pemanfaatan ruang serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

	
	l.
	Sasaran Mewujudkan tertib pertanahan dan kepastian hukum atas tanah.
1) Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang yaitu persentase luas lahan bersertifikat serta penanganan konflik pertanahan.
2) Meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan adalah persentase jumlah desa yang menerapkan Manajemen pertanahan berbasis masyarakat (MPBM).

	
	m.
	Sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup

	
	
	1) Meningkatnya pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup adalah berkurangnya luasan lahan kritis. Indikator lain yang digunakan yaitu potensi ketersediaan sumber daya air, rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup. 

	
	
	2) Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan adalah menurunnya pencemaran lingkungan, menurunnya  tingkat pelanggaran peraturan lingkungan hidup dan tersusunnya dokumen lingkungan. 
3) Meningkatnya kebersihan, kerapian dan keindahan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kebersihan, kerapian dan keindahan yaitu persentase penanganan sampah, rasio tempat pembuangan sampah dan meningkatnya pengelolaan sampah. 
4) Meningkatnya perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya perencanaan, pengembangan serta pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral adalah rekomendasi perijinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.
5) Meningkatnya kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup.
Indikator yang digunakan untuk mengukur target kinerja pencapaian sasaran meningkatnya kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup adalah terbentuknya kelembagaan di bidang lingkungan hidup dan peningkatan intensitas dan keterlibatan lembaga di bidang lingkungan hidup. 

	
	n.
	Sasaran meningkatnya koordinasi dan sinergisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders)

	
	
	Indikator yang digunakan adalah tepatnya sasaran pembangunan. Pembangunan yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) ditujukan tidak hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja. 

	
	o.
	Sasaran terbentuknya sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan kultur hukum

	
	
	Indikator sasaran ini adalah tidak adanya peraturan daerah yang dibatalkan. Untuk meminimalisir adanya peraturan daerah yang dibatalkan, maka diperlukan perencanaan yang matang dengan melibatkan stakeholders yang berkompeten.

	
	p.
	Sasaran meningkatnya kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah

	
	
	Dengan indikator pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran, ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai, serta adanya aparat pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat/bintek di setiap SKPD, diharapkan kinerja pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

	
	q.
	Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

	
	
	Indikatornya adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawabannya. Diharapkan  seluruh SKPD sudah mampu melaksanakan dengan tertib, baik tertib dari segi waktu pelaksanaan, administrasi, maupun tertib aturan.

	
	r.
	Sasaran terlaksananya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas

	
	
	Indikator yang cukup relevan untuk menggambarkan pencapaian sasaran ini yaitu menurunnya tingkat pengaduan masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Salah satu pelayanan yang menjadi perhatian masyarakat adalah pelayanan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dokumen kependudukan khususnya KTP/KK. Sebagai langkah awal untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan terhadap dokumen kependudukan, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan pembebasan biaya untuk pembuatan KTP/KK. Selain itu, penyederhanaan jalur birokrasi, perbaikan sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi yang modern senantiasa diupayakan untuk mempercepat proses penyelesaian dokumen kependudukan. Langkah tersebut ditempuh dengan cara memberikan pelayanan KTP/KK di tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten. Dengan prinsip lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui langkah tersebut, diharapkan permasalahan lambannya proses pengurusan KTP/KK sudah bisa teratasi.

	
	s.
	Sasaran terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah 

	
	
	Sasaran ini tercapai dengan indikator diterapkannya analisis jabatan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengesampingkan evaluasi secara kontinyu terhadap pelaksanaannya.

	
	t.
	Sasaran meningkatnya pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat

	
	
	Kebijakan sistem pengawasan internal dan pengendalian pengawasan dimaksudkan agar pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai sistem, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan jumlah penyimpangan  terhadap kebijakan dan regulasi yang ada dapat diminimalisir sekecil mungkin. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan.

	
	u.
	Sasaran meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah

	
	
	Dengan indikator jumlah aparat pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan, ketrampilan, dan pelatihan, diharapkan dapat meningkat sebesar 10% tiap tahunnya.

	
	v.
	Sasaran menurunnya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum

	
	
	Guna mendukung pembangunan di Kabupaten Kudus, diperlukan suatu suasana yang kondusif yaitu aman, tentram, dan tertib di masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur penyelenggaraan keamanan dan ketertiban adalah rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan, dan menurunnya angka kasus gangguan kamtrantibmas. 

	
	
	Dengan sistem perencanaan yang baik, sarana dan prasarana memadai, serta sumber daya manusia yang mendukung diharapkan dapat menurunkan angka kasus gangguan trantib sebesar 10 % tiap tahunnya.

	
	w.
	Sasaran meningkatnya penanganan dan penanggulangan bencana alam dan korban bencana alam 
Indikator yang digunakan untuk melihat ketercapaian sasaran ini adalah dari tingkat kerugian materi yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana alam. Selain itu, untuk melihat kualitas penanganan bencana alam, maka yang menjadi ukuran adalah tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan penanganan bencana alam yang diberikan.
Dengan topografi daerah yang berupa dataran tinggi dan rendah menjadikan Kabupaten Kudus rawan terhadap bencana banjir, tanah longsor dan angin ribut. Beragamnya jenis bencana yang sering terjadi pada setiap tahunnya menyebabkan Kabupaten Kudus harus mengambil langkah penanganan dan penanggulangan bencana yang tepat dengan melakukan penataan sistem manajemen penanggulangan dan penanganan bencana. Selain itu, penanganan berkualitas kepada korban bencana alam terus ditingkatkan. Dengan ditempuhnya upaya-upaya tersebut diharapkan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam pada tahun-tahun mendatang dapat diminimalisir.

	
	x.
	Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam kehidupan politik dan terselenggaranya pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil

	
	
	Indikator yang digunakan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pesta demokrasi di Kabupaten Kudus telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum antara lain Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati secara langsung pada tahun 2008. Meski pemilu dilaksanakan dalam suasana yang kondusif, namun angka partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut masih rendah karena tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik kurang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya mengatasi permasalahan dimaksud dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat. 

	
	y.
	Sasaran meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
Indikator yang digunakan adalah konfilk SARA yang terjadi di suatu daerah. Diharapkan tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Kudus.

	
	z.
	Sasaran Meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kerukunan sosial

	
	
	1) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.
2) Menguatnya peran organisasi sosial kemasyarakatan.

	
	aa.
	Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman serta kehidupan beragama

	
	
	Meningkatnya kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama.

	
	bb.
	Sasaran Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
Meningkatnya kualitas SDM.

	
	cc.
	Sasaran Pelestarian budaya daerah

	
	
	Pelestarian BCB dan situs Pati Ayam.

	
	dd.
	Sasaran Mengendalikan laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk
Meningkatnya keluarga sejahtera.

	
	ee.
	Sasaran terjaminnya keadilan gender dan perlindungan anak dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.

	
	
	Ada dua indikator yang digunakan yaitu :
1) Jumlah peraturan yang terkait dengan bias gender. 
Diharapkan sudah ada sebuah aturan yang khusus membahas masalah gender.  
2) Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 
Pada tahun 2013 diharapkan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun sebesar 10 %.

	
	ff.
	Sasaran menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki 
Indikator yang digunakan adalah : 
1) Rasio jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik 
2) Rasio jumlah perempuan di sektor lapangan usaha
3) Angka partisipasi murni anak perempuan dengan anak laki-laki (bidang pendidikan)
4) Tingkat partisipasi perempuan di kehidupan politik



Sementara itu dalam pasal 3 Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan :
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan  pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Sedangkan dalam pasal 5 disebutkan bahwa  Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :
1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kelompok masyarakat miskin pembangunan yang didasarkan pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dirumuskan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, terukur, sinergis, terencana dan berkesinambungan yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan. Berbagai kebijakan yang ditempuh antara lain:
1. Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment
Pemerintah Kabupaten Kudus mengarahkan kebijakan ekonomi pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat. Penjabaran dari kebijakan di bidang ini antara lain:
a. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan iklim investasi di perdesaan, meningkatkan produktivitas, memperluas perdagangan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
b. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan merangsang investor untuk mengembangkan usaha diwilayah perdesaan;
c. Kebijakan pengembangkan investasi yang mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengembangan usaha perdesaan, reformasi perijinan investasi, pengembangan industrialisasi perdesaan untuk memicu dan memacu perkembangan wilayah, peningkatan daya tarik investasi dan menjamin kepastian investasi;
d. Kebijakan di bidang pertanian ditempuh dengan berbagai upaya antara lain: reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, prasarana dan sarana, teknologi dan pasar;
e. Kebijakan di bidang perdagangan ditempuh melalui peningkatan kemudahan dalam perdagangan terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro dan koperasi bagi petani dan nelayan, kelancaran aliran barang, jasa dan manusia antar wilayah, pemberian perlindungan pada perdagangan hasil pertanian dan usaha kecil;
f. Kebijakan di bidang tenaga kerja ditempuh melalui penetapan upah minimum provinsi, jaminan perlindungan bagi tenaga kerja informal dan kesetaraan antara pekerja laki-laki dan perempuan.

2. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha
Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan usaha.
a. Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja.
Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat miskin dan mampu menjamin penghasilan yang tetap. Selain itu juga mendorong masyarakat miskin untuk belajar berusaha secara mandiri melalui kelompok, sehingga mampu mewujudkan jiwa kewirausahaan.
1) Peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin.
Upaya peningkatan kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan dilakukan secara mandiri.
2) Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat miskin.
Peningkatan akses permodalan dilakukan dengan membangun kemitraan bersama koperasi, instansi terkait, lembaga keuangan dan BUMN/BUMD. Selain itu dilakukan pula pendampingan pengelolaan manajerial dan pemasaran.
3) Pengembangan usaha.
Pengembangan usaha dilakukan melalui pengembangan budaya usaha dan pelatihan kewirausahaan.
b. Kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain :
1) Pengembangan kewirausahaan.
Upaya ini dilakukan dengan penguatan kelembagaan dan kemampuan manajemen usaha.
2) Peningkatan kapasitas kerja masyarakat miskin.
Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas, kompetensi, kemampuan manajemen dan penerapan teknologi tepat guna.
c. Kebijakan untuk meningkatkan usaha produktif bagi masyarakat miskin, meliputi :
1) Pengembangan usaha pada masyarakat miskin.
Pengembangan usaha dilakukan melalui pendampingan kegiatan usaha, peningkatan perlindungan usaha dan disertai pembentukan serta pengembangan sentra-sentra usaha.
2) Peningkatan akses sumberdaya produktif bagi kelompok masyarakat miskin.
Peningkatan akses sumberdaya produktif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan penggunaan teknologi tepat guna, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan usaha.

3. Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah
Upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui berbagai langkah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah desa tertinggal, terpencil, perbatasan dan wilayah pasca bencana antara lain meliputi :
a. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah desa tertinggal dan pasca bencana.
b. Peningkatan investasi dan pengembangan usaha di wilayah desa tertinggal dan pasca bencana.
c. Revitalisasi kebijakan penataan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di wilayah desa tertinggal dan pasca bencana.
e. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah dalam rangka pengembangan potensi daerah.

4. Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar
Kebijakan penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. Kebijakan pemenuhan hak dasar masyarakat meliputi:
a. Pemenuhan hak pangan bagi masyarakat meliputi:
1) Peningkatan produksi dan distribusi pangan secara merata;
2) Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan lokal;
3) Peningkatan pendapatan petani dan nelayan;
4) Peningkatan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan;
5) Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.
b. Pemenuhan hak atas layanan kesehatan, meliputi :
1) Peningkatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
2) Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang arti pentingnya kesehatan dan gizi masyarakat;
3) Peningkatan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan.
c. Pemenuhan hak atas layanan pendidikan, meliputi :
1) Peningkatan partisipasi layanan pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat miskin;
2) Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 
3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di desa terpencil
d. Pemenuhan hak atas perumahan, meliputi :
1) Penyediaan rumah yang layak dan sehat serta terjangkau bagi masyarakat miskin;
2) Peningkatan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat.
e. Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi, meliputi :
1) Penyediaan air bersih bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat di daerah terpencil pada khususnya;
2) Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat miskin di daerah terpencil dan daerah kumuh.
f. Pemenuhan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi :
1) Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3) Menjalin kerjasama global dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
g. Pemenuhan hak atas tanah, meliputi :
1) Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang daerah;
2) Melindungi hak atas tanah bagi komunitas adat, kelompok rentan dan tanah ulayat;
3) Optimalisasi pemanfaatan tanah secara terencana dan sesuai tata ruang daerah.
h. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi, meliputi :
1) Pengembangan partisipasi masyarakat melalui mekanisme transparansi dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi;
2) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin. 
i. Perwujudan keadilan, rasa aman dan kesetaraan gender, meliputi :
1) Mendorong  pengarusutamaan gender di masyarakat;
2) Peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan gender, perlindungan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun domestik dan partipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
3) Memperkuat kelembagaan dan organisasi perempuan.
j. Memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.

5. Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan.
	Upaya percepatan pembangunan perdesaan dilakukan dengan mengarahkan kembali orientasi pembangunan ke perdesaan yang bersifat menyeluruh, terkait pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan, sosial budaya, politik dan kewilayahan. Segenap potensi masyarakat  Kabupaten Kudus, baik pengetahuan, ketrampilan, teknologi, dan informasi serta permodalan diarahkan untuk mendukung pembangunan perdesaan secara terpadu. Hal tersebut sejalan dengan gerakan pembangunan “Terwujudnya Kudus yang Sejahtera” yang kesemuanya ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain digunakan dalam bentuk :
a. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dalam bentuk reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, sarana dan prasarana, teknologi dan pasar.
b. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan menarik investor mengembangkan usaha di perdesaan.
c. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan modal sosial (social capital ).
d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan kelembagaan di perdesaan.
e. Menciptakan iklim yang kondusif, agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri di wilayah perdesaan.
f. Menjamin kestabilan ketersediaan pangan.
g. Menjamin kualitas harga komoditas pertanian dan perlindungan pasar, agar menguntungkan bagi petani.

6. Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan.
a. Memperluas pelayanan publik dan kemampuan berusaha bagi masyarakat miskin perkotaan tanpa diskriminasi gender.
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin perkotaan.
c. Meningkatkan kepastian penguasaan dan pemilikan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin.

3.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Pilihan strategi sangat tergantung kepada fenomena yang ada. Fenomena kemiskinan yang berdimensi ekonomi pendekatan strateginya dilakukan dengan dua strategi utama, yaitu  pertama, mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin dan kedua, meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin. Bentuk kebijakan riil dari strategi pertama yang ditempuh adalah dengan mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Bentuk kebijakan riil strategi kedua, adalah  melalui peningkatan kapasitas, harga diri  dan produktivitas bagi penduduk miskin agar memperoleh kesempatan dan hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik  yang berkesinambungan.
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan aplikatif.
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan  pihak-pihak  yang  memiliki tanggung jawab sama terhadap kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan   hak-hak   dasar warga   negara   secara   layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan  kelembagaan  sosial  ekonomi  masyarakat  serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan  berkeadilan.  Namun  keseluruhan  upaya  tersebut  belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya secara koordinatif, integratif, sinkronisasi, sinergis dan berkesinambungan. 
Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan strategi utama, sebagai berikut:
1.	Strategi 1: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin 
Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin, agar mau dan mampu mengakses berbagai sumberdaya, tanah pertanian,  permodalan, teknologi dan pasar. 
Upaya pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok miskin beserta keluarganya baik dengan meningkatkan usaha yang ada maupun dengan menciptakan kesempatan kerja baru, serta meningkatkan daya tawar mereka melalui pendampingan yang partisipatif dan berkelanjutan.
Upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi  sangat  penting  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan keberlanjutan   penanggulangan   kemiskinan.   Dalam   upaya penanggulangan   kemiskinan   sangat   penting   untuk   tidak memberlakukan  penduduk  miskin  semata-mata  sebagai  obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam jebakan kemiskinan. 
Pentingnya  pelaksana  strategi  dengan  prinsip  ini  menimbang kemiskinan  juga  disebabkan  oleh  ketidakadilan  dan  struktur ekonomi  yang  tidak  berpihak  kepada  kaum  miskin.  Hal  ini menyebabkan  output  pertumbuhan  tidak  terdistribusi  secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, jarang menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Bahkan, sering proses pembangunan itu justru membuat masyarakat mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial disebabkan konsep  pembangunan yang ditujukan  untuk  menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). 
Kelemahan dari mekanisme atas-bawah (top-down) adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari   pemerintah (pusat),   demikian   pula   dengan penanganannya.  Petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik  masyarakat  miskin  di  masing-masing  daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan  prioritas  dan  kebutuhan  masyarakat  miskin  setempat. Dengan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  upaya  secara menyeluruh  disertai  dengan  pemberdayaan  masyarakat  miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. 
Agar terjadi optimalisasi dalam pemberdayaan masyarakat, perlu dirumuskan strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pendekatan kelompok
	Dengan berkelompok masyarakat miskin mau dan mampu bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, berdasarkan potensi dari, oleh dan untuk kepentingan mereka bersama.
2. Keswadayaan
	Sejak penumbuhan kelompok, masyarakat miskin sudah didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung kepada bantuan dan pertolongan dari luar.

3. Kesatuan Keluarga
	Kepala keluarga beserta anggota keluarga merupakan satu kesatuan untuk kemajuan kesejahteraan mereka. Untuk itu peran serta aktif seluruh anggota keluarga sangat diperlukan, terlebih anggota keluarga yang perempuan.
4. Kemitraan
Masyarakat miskin adalah pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas upaya tersebut perlu membangun kerjasama dengan pemerintah, sektor bisnis dan akademisi sebagai mitra kerja.
5. Bekerja sambil belajar
	Pendampingan orang miskin dilakukan melalui proses saling belajar-mengajar dan bekerja sama dari mengidentifikasi-menganalisa-memutuskan-melaksanakan dan memetik hasilnya secara berkelanjutan.
6. Kebersamaan
	Agar kelompok orang miskin mampu menjadi gerakan rakyat akar rumput maka anggota kelompok haruslah dari orang miskin yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama.
7. Pendekatan
	Orang miskin sebagai pelaku penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan seluruh anggota keluarga dengan prinsip kesetaraan gender.

2.	Strategi 2: Peningkatan Akses Pelayanan Dasar 
Prinsip   kedua   dalam   penanggulangan   kemiskinan   adalah memperbaiki  akses  kelompok  masyarakat  miskin  terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  kelompok masyarakat  miskin.  Disisi  lain  peningkatan  akses  terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). 
Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara  yang  efektif  bagi  penduduk  miskin  untuk  keluar  dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui  pewarisan  kemiskinan  dari  satu  generasi  ke  generasi berikutnya.  Anak-anak  dari  keluarga  miskin  yang  tidak  dapat mencapai  tingkat  pendidikan  yang  mencukupi  sangat  besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. 
Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit. 

3.	Strategi 3: Pembangunan yang Inklusif
Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan.  Fakta  di  berbagai  negara  menunjukkan  bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja  produktif  dalam  jumlah  besar.  Selanjutnya,  diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan  pengurangan  angka kemiskinan. 
Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri, sehingga stabilitas ekonomi  makro  merupakan  prasyarat  penting  untuk  dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan, kemudahan  berbagai  hal  seperti  ijin  berusaha, perpajakan  dan  perlindungan  kepemilikan.  Selanjutnya,  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor.
Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. 
[bookmark: _GoBack]Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang  berbeda. Perekonomian daerah inilah yang  kemudian  akan membentuk karakteristik perekonomian nasional, untuk itu pengembangan ekonomi  lokal  menjadi  penting  untuk  memperkuat  ekonomi domestik. 

4.	Strategi 4: Mensinergikan Kebijakan dan Pengelompokan Program Penanggulangan  Kemiskinan 
		Strategi mensinergikan  kebijakan dan pengelompokan program penanggulangan kemiskinan di bagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
a. Kelompok 1 : Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin, keluarga miskin dan keluarga hampir miskin. Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, meliputi :
1) [bookmark: Pg26]Bantuan  langsung  kepada  keluarga  sasaran,  bantuan langsung dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga  Harapan/PKH),  Bantuan  Langsung  Bersyarat (conditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk  barang, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti  mereka  yang  cacat,  lansia,  yatim / piatu  dan sebagainya;
2) Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini;
3) Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
b. Kelompok  2 : Kelompok  Program  Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Kelompok   program   penanggulangan   kemiskinan   berbasis pemberdayaan  masyarakat  bertujuan  untuk  mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip  pemberdayaan  masyarakat.  Program  pada  kelompok program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat memiliki ciri sebagai berikut :
1) Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan dan pelestariannya;
2) Pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan secara transparan dan akuntabilitas;
3) Pemerintah menyediakan tenaga pendampingan (technical assistance) secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat.
Cakupan  bidang  pada  kelompok  program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan :
1) Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan;
2) Peningkatan kapasitas (capacity building) bagi masyarakat miskin;
3) Pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan;
4) Bantuan  sosial/santunan  bagi  Rumah  Tangga  Sangat Miskin/RTSM (orang  lanjut  usia/lansia,  beasiswa  dan peningkatan gizi balita).
Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dan hampir miskin.
c. Kelompok  3 : Kelompok   Program   Penanggulangan Kemiskinan  Berbasis  Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
Program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan berbasis sumberdaya lokal. Karakteristik program pada kelompok program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil. Cakupan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil dan mikro adalah :
1) Perluasan penyaluran kredit dalam upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan   kecil,   pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan pelaksanaan perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR); 
2) Penguatan kelembagaan dalam upaya meningkatkan kelembagaan mikro bukan bank dan bukan koperasi pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, melalui:
a) Pendataan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil (LKM) bukan bank dan bukan koperasi; 
b) Pendampingan  terhadap  Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum;
c) Pembinaan   dan   pengawasan   terhadap   Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 
Penerima manfaat kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil dan yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan program. 

5. Strategi 5 : Memperbaiki Program Perlindungan Sosial 
Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat  menghadapi  goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya. 
Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang  atau  masyarakat  yang  mengalami  goncangan  tidak sampai jatuh miskin. Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah  masyarakat    yang  rentan  jatuh  dalam  kemiskinan  di Indonesia.  Di  samping  menghadapi  masalah  tingginya  potensi kerawanan  sosial,  Indonesia  juga  dihadapkan  pada  fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan. 
Tingginya  tingkat  kerentanan  juga  menyebabkan  tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena  itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. 

3.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Program  dan  kegiatan penanggulangan kemiskinan  di  Kabupaten Kudus dikelompokkan kedalam 3 klaster, yaitu:
1. Klaster Bantuan dan Perlindungan Sosial;
2. Klaster Pemberdayaan Masyarakat;
3. Klaster Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Secara lengkap program dan kegiatan penangulangan kemiskinan, khususnya pada Belanja Langsung yang dilaksanakan masing- masing SKPD yang melaksanakannya, akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab IV.

3.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dalam rangka penanganan pengaduan, Pemerintah Kabupaten Kudus telah  membentuk Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat pada organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati Kudus  Nomor : 460/84/2013 tanggal 3 April 2013, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus. Kelompok kerja ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten Kudus dalam Penanganan Pengaduan masyarakat. Guna melaksanakan tugas tersebut Kelompok kerja ini memiliki fungsi  :
a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan  penanggulangan kemiskinan;
c. Perumusan untuk penyiapan bahan sosilasiasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten Kudus, sampai saat ini belum pernah ada pengaduan dari masyarakat yang masuk. 
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